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PUTUSAN
Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Buol
DNAMA PEREMPUAN LAIN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA
Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah
tangga tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun |,
RT.003/RW. 002, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat,
Kabupaten Buol. sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (sopir)
tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun |, RT.003/
RW. 002, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol.
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03
Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor :
0080/Pdt.G/2016/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai

gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari
Rabu tanggal 25 Februari 2004 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/29/I12004, tertanggal 25 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat selama 6 bulan
kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Bukamog, Kecamatan Bokat selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di
rumah milik bersama di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat selama 8 tahun
sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai
12 tahun 7 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri
dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) selama kurang lebih
9 tahun, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

a. NAMA ANAK |, lahir tanggal 17 Oktober 2004;
b. NAMA ANAK II, lahir tanggal 18 Januari 2008;
c. NAMA ANAK I, lahir tanggal 03 Mei 2012;

4. Bahwa sejak tanggal 06 Juli 2014 rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NAMA
PEREMPUAN LAIN;

b. Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan shalat lima waktu;

c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

d. Tergugat cemburu buta;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus
2014 ketika itu Penggugat dengan Tergugat berselisih sehingga

mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke
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Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tetapi pada bulan Juli 2016 Penggugat
kembali ke Kabupaten Buol dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Bukamog, Kecamatan Bokat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal
Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat
dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan
rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap
Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwapada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah
meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 24
Agustus 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

hadir di persidangan;
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Bahwaoleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi
tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwaselanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwaatas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa :

A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat,
Kabupaten Buol Nomor ; 47/29/II2004 Tanggal 25 Februari 2004, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
(Bukti P);

B. Saksi
1. NAMA SAKSI | PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun |, RT.003/

RW. 002, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi

mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan Saksi tersebut telah

memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk
mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari

2004, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat;
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c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang
tua Penggugat, dan setelah itu tinggal dirumah milik sendiri;

d. Bahwa selama menjalin hubungan suami isteri, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak
harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran;

f. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat dengan cara
ditendang oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak
mau solat lima waktu, dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

g. Bahwa penyebab lainya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan
perempuan lain bernama (NAMA PEREMPUAN LAIN) 8 (delapan) bulan
yang lalu tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu , dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami isteri;

i. Bahwa kedua belah pihak dan keluarga telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI Il PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan
tani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun |, RT.003/ RW. 002,
Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku
sebagai tetangga Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk
mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
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b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, yang dicatat
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang
tua Penggugat, dan setelah itu tinggal dirumah milik sendiri;

d. Bahwa selama menjalin hubungan suami isteri, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak
harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran;

f. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat dengan cara
ditendang oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak
mau solat lima waktu, dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

g. Bahwa penyebab lainya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan
perempuan lain bernama (NAMA PEREMPUAN LAIN) 8 (delapan) bulan
yang lalu tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu , dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami isteri;

i. Bahwa kedua belah pihak dan keluarga telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat
membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan
tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

BahwaPenggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk
mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya

sekaligus mohon putusan;
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Bahwauntuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri
tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama
Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berupaya menasihati Penggugat agar tetap ~mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau
kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak
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hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin
hukum Islam yang terdapat di dalam kitab Fathul Muin Juz IV hal 272-273 (dalam

Maktabah Syamilah);

N H'tszt’sl_;i‘s_]_pt-L‘a_a_"“ I 9
S Ay giie yarad Sl sal gl 51 sioudxoatLic ol
-ft‘.zm.l.ml_’lﬁ_»;L‘_s_!Lc

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau
karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat...”;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena
itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah
mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 47/29/1/2004,
tertanggal 25 Februari 2004, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat

memiliki legal standing dalam pengajuan perkara aquo;
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Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat
dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat
sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya
terus menerus, disebabkan karena :

a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Emi;
b. Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan shalat lima waktu;

c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
d. Tergugat cemburu buta;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan
dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian
memiliki aspek-aspek yang khusus (lex special) serta dalam rangka mengetahui
sifat-sifat percekcokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu
mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah
pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di
muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan
keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175
R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut
berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat
Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai

bahwa dalil-dalii gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah
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tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan
dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit)
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,melangsungkan
perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 25 februari 2004 di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bokat, Kabupaten Buol;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa sejak 06 Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang
bernama NAMA PEREMPUAN LAIN, Tergugat tidak mau shalat lima waktu,
dan Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggung jawab
masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 05
Agustus 2014 yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pihak
Terggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati
dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan
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perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN, Tergugat tidak mau
shalat lima waktu, dan Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat kurang
bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, yang akibatnya Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya
sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan
maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil,
maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin
untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-
Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang
berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan
semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana
yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain
sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat
dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh
karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

telah tidak dapat dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama
lebih dari satu tahun berturut-turut dan tidak mau kembali lagi hidup bersama,
apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak
berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat
telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan
keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan
status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan
bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, juncto pasal 19 huruf
(@ dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf
(@) dan () Kompilasi Hukum Islam, yaitu Salah satu pihak berbuat zina atau
menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi
norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
at Laa Lidoxsdrn dfo dw Liad | = 3
Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan®.
2. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Figh al-
Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid Il hal 317, yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;
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Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada

jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari

setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena

merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan
menimpanya”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan
dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya
telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka
Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena
perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana
maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis
hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta
wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap
Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan
Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukot, Kabupaten Buol,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000.,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah. oleh Makbul Bakari, S.HI
sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur
Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Arifin
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
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Hakim Anggota | Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota I

Fathur Rahman, S.HI, M.SI. Panitera Pengganti

Drs. Arifin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,-

5. Meterai :Rp.  6.000,-
Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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